
ten tang 
Republik 

Lernbaran 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pembentukan Kotamadya Dacrah Tingkat II Kendari 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 
44, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3602); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) 
Peraturan Menteri Keuangan Nornor 212/PMK.07 /2022 
tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan 
Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan 
Penggunaannya Tahun Anggaran 2023; 

b. bahwa dalam rangka mcwujudkan pengelolaan keuangan 
daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan 
akuntabel sehingga perlu mengubah Peraturan Wali Kora 
Kendari Nornor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kendari 
Tahun Anggaran 2023; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b perlu rnenetapkan Peraturan 
Wali Kola Kendari tentang Perubahan ketiga atas 
Peraturan Wall Kota Kendari Nomor 77 Tahun 2022 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2023; 

WALi KOTA KENDARI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat: 

Menimbang: 

PERUBAHAN KETIOA ATAS PERATURAN WALi KOTA KENDARI 
NOMOR 77 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN 

ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI' 
TAHUN ANGGARAN 2023 

TENT ANG 

WALIKOTA KENDARI 

PROVINSISULAWESITENGGARA 

PERATURAN WALi KOTA KENDARI 
NOMOR 17 TAHUN 2023 



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua aias Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pernbentukan Pcraturan Perundang- 
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nornor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perirnbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistern Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

12. Peraturan Pernerintah Nornor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Pcraruran Pcmcrintah Nomor 12 Tahun 2017 tcntang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tarnbahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

14. Pcraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tcntang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 



Perwakilan Rakyat, Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor l Tahun 2023 
tcntang Pcrubahan atas Pcraturan Pemcrintah Nornor 18 
Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Adminisrratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
6847); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbahan Lemba.ran 
Negara Republik Indonesia Nornor 6322); 

16. Peraturan Pernerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 

17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 te-ntang 
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 
Anggaran 2023 (Lernbaran Negara Republik lndonesia. 
Tahun 202::l Nomor 29); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 16 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah seba:gaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2011 ten tang Peru bah an ata.s Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nornor 16 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tenta.ng 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pcndapatan dan Belanja Dacrab (Serita Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 5257); 

19. Pcratura.n Mcntcri Dalam Ncgcrl Nomor 80 Tahun 2015 
Tentang Pembentukan Produk Hukum Da.erah (Berita 
Negara Republi.k Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebaga.irna.na telah d.iubah dengan Pera.turan Menteri 
Dalarn Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pernbentukan Produk Hukurn Daerah (Betita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067); 

21. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

22. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nornor 84 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Anggara.n Penda.patan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 



(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 huruf a 
direricanakan sebesar Rp. 1.156.952.539.766,- yang terdiri atas: 
a. Belanja pegawai; 
b. Belanja barang dan jasa; 

Pasal 8 

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 8 diubah, sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar 
Rp.l.628.743.883.746,- yang terdiri atas: 
a. Belanja Operasi; 
b. Belanja Modal; dan 
c. Belanja Tidak Terduga. 

PasaJ 7 

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Kendari Nornor 77 Tahun 2022 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari 
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 77) 
diubah sebagai berikut : 

Pasal l 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALi KOTA KENDARl 
NOMOR 77 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 
ANGGARAN 2023 

Menetapkan: 

MEMUTUSKAN : 

23. Peratura.n Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07 /2022 
tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan 
Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan 
Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara 
Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor 1335); 

24. Peracuran Menceri Perindustrian Nornor 7 Tahun 2023 
Tentang Petunjuk Teknis Penguatan Kapasitas 
Kelembagaan Sentra lndustri Kecil dan Industri Menengab 
Melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 
2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 307); 

25. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lernbaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 27); 

26. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2022 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Kendari Tahun Anggaran 2023 (Lernbaran Daerah Kola 
Kendari Tahun 2022 Nomor 5); 



Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 huruf c 
direncanakan sebesar Rp. 12.229.461.830,- dialokasikan keclalam Belanja 

Pasal 10 

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 huruf b 
direncanakan sebesar Rp, 459.561.882.150,- tcrdiri atas: 
a. Belanja modal tanah; 
b. Belanja modal peralatan dan mesin; 
c. Belanja modal gedung dan bangunan; 
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; 
e. Belanja modal aset tetap lainnya; 
f. Bclanja modal aset lainnya; 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 26.549.258.507,- 

(3) Belanja modal peralatan dan rnesin sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
huruf b direncanakan sebesar Rp. 72.457.935.701,- 

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c direncanakan sebesar Rp. 131.702.954.183,- 

(S) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagairnana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 220.254.645.909,- 

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagai:mana dimaksud pada ayat (1) huruf 
e direncanakan sebesar Rp. 7.502.493.650.- 

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf f 
direncanakan sebesar Rp. 1.094.594.200,- 

Pasal 9 

3. Ketentuan ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (5) Pasal 9 diubah, sebingga 
berbunyi sebagai berikut : 

c. Belanja bunga; 
d. Belanja hibah; dan 
e. Belanja bantuan sosial 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayaL (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp. 665.811.975.281,- 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesarRp. 422.133.641.164,- 

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat [1) huruf c dircncanakan 
sebesar Rp. 23.164.642.634,- 

(5) Belanja bibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 
sebesar Rp. 45. 194.480.687,- 

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
direncanakan sebesar Rp. 647.800.000,- 



Hibah; 
Daftar Nama Penerirna, Alamat Penerima dan Besaran 
Bantuan Sosial; 
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
Bantuan Keuangan bersilat umum dan bersifat khusus; 
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
Belanja Bagi Hasil; 
Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelornpok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan 
Belanja dan Pembiayaan; 
Rincian DBH - SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 
Pertarnbangan gas alam/Tambahan DBH - Minyak dan Bumi 
Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kcgiatan, Kclompok, Jenis, Objek, Rincian 
Objek, Pendapatan, Belanja dan Pernbiayaan; 
Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut urusan 
Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja 
dan Pernbiayaan; 
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pada Daerah 
Perbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang 
Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan 
Negara; 

Pasal 15 

Lampiran X 

Lampiran IX 

Lampiran VU! 

Lampiran Vil 

Lampiran VI 

Lampiran V 

Lampiran TV 

Lampiran III 

Lampiran TI 

Perubahan Peraturan Wail Kata ini, selanjutnya dituangkan dalam rancangan 
Perda tentang perubahan APBD. Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kata 
Kendari ini : 
Lampiran 1 Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut 

Kelornpok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja 
dan Pembiayaan; 
Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis, Objek, Rincian Objek, Pcndapatan, Belanja dan 
Pernbiayaan; 
Daftar Nama Penerirna, Alamat, Penerima dan Besaran 

5. Ketentuan Lampiran l, Lampiran fl dan Lampiran Ill Pasal 15 diubah, 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Operasi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 8 dan kedalam belanja modal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
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RID~ARIDALA 

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI 

Diundangkan di Kendari 
Pada tanggal l,- r ~ 2023 

Ditetapkan di Kendari 
pada tanggal l~ ~~ · 2023 PARAF KOOROINASi I ·-- NO. INSTASASI I UNIT KERJA P~RAf 

1 11'lt· ~ff\-<O 1-, l)>Mb 17 
2 ~- ~\<",() ·11 
3 k<t~· Ii ll ~""' 

u - 4 

Agar setiap orang rnengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini, dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kota Kendari. 

"-------~ Peraruran Wali Kula ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal tr 
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